PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN
ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka tertiljpgrayelenggaraan lalu lintas dan angkutan
jalan agar tercipta keamanan, ketertiban, kelanchexlalu lintas di
jalan perlu adanya Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf @& diatka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Raahblintas,
Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintagdbupaten Murung
Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 urah2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupatehkarsara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, KabupBtdang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten BamtfTdi Propinsi
Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Tahun 2002 dWot®8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 );

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtRkraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004moN®&3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanbaemn
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undadgng Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeritgalgganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang PerubatemnUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahamaBaeenjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 NomarT&&bahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jakamifaran Negara
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara iNddl);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu akintan
Angkutan JalarfLembaran Negara Tahun 2009 Nomor ...... , Tambahan
Lembaran Negara Nomor .......... );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentangkudan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambaharb&efiegara
Nomor 3527 ) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentangem&aan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara TéaB@B8 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tenteagafana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor TéBnbahan
Lembaran Negara Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentamgdfaan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, bdlaam
Lembaran Negara Nomor 3530) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomoy 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28T &003
tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Murung R&iambaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 88CSg;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 08nT2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Murungy& (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nom@elE );

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 15 &004
tentang Retribusi ljin Trayek Angkutan Darat di Kghten Murung
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya TaGd Nomor 15
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor le6unra004
tentang ljin Penyelenggaraan Angkutan Orang di nJatengan
Kendaraan Umum di Kabupaten Murung Raya (Lembaraerdh
Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 16 Sgeri E

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1QunT&2006
tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Murung Rdyeni{baran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20unT&2007
tentang Pemberian Nama-nama  Jalan/Gang dan  Nomor
Rumah/Bangunan di Kabupaten Murung Raya (Lembaraerad
Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 56) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02unra008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenamggbupaten
Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Rapan 2008
Nomor 58);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04unT&:008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah jaten Murung
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Ta2Q®8 Nomor
60) ;



Menetapkan :

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan
BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPANA RAMBU LALU

LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU
LINTAS DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urgsanGtonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasylaatalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud daladang-Undang
Dasar Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangeiab sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan di Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingklBRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MuruagaRsebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Dinas Perhububgan, Komunikasi dan Infornaatkomunikasi dan
Informatika adalah Kadis Hubkominfo Kabupaten MgiRaya.

Jalan adalah Prasana Transportasi Darat yangutiedggala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapanyerudipkkan bagi lalu
lintas, yang berada di permukaan tanah, di atasnyeran tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di permukaarketuali jalan kereta
api, jalan lori dan jalan kabel.

Jalan Khusus adalah jalan yang di bangun oleh risstaadan terkait,
perorangan atau kelompok masyarakat untuk kepertiagndiri.

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagsa@m jaringan jalan
dan sebagian jalan nasional yang penggunanyaajdikan membayar tol.

10.Rambu-Rambu Lalu Lintas yang selanjutnya di se®aimbu adalah

salah satu dari perlengkapan jalan berupa lamhangf, angka, kalimat
dan / atau perpaduan diantaranya sebagai penmgatangan, perintah
atau petunjuk bagi pemakai jalan.

11.Marka Jalan yang selanjutya disebut Marka adalatusanda yang berada

dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan gaelgputi peralatan atau
tanda yang membentuk garis membujur, garis meliptgaris serong serta
lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkars dalu lintas dan

membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

12.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnyaebdut Apil adalah

perangkat peralatan teknis yang mengunakan iskargtu untuk mengatur
lalu lintas orang dan kendaraan dipersimpanganatasijalan.



BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penempatan rambu, marka dan apil adalahmdedagka mengatur
proses cara menempatkan rambu, marka dan apiluddak secara tepat,
tujuannya agar dalam pemasangan/peletakan ramlikadan alat pemberi
isyarat lalu lintas (apil) di Wilayah Kabupaten Mog Raya memiliki dasar
hukum dan tindakan tersebut memberi keamanan tiketerdan kelancaran lalu
lintas bagi pemakai jalan.

BAB Il

LOKASI PEMASANGAN / PELETAKAN
Pasal 3

(1) Lokasi pemasangan / peletakan rambu, marka dampetalberi isyarat lalu
lintas (apil) ditetapkan berdasarkan kebutuhanpweasi, fungsi, peranan
dan kapasitas jalan.

(2) Lokasi pemasangan / peletakan rambu, markaatrpemberi isyarat lalu
lintas (apil) adalah dijalan kota yang dianggapaia kecelakaan.

Pasal 4

(1) Selain di jalan kota, lokasi pemasangan / peletaiarbu, marka jalan dan
alat pemberi isyarat lalu lintas (apil) dapat jujgalan lainnya yang ada di
Wilayah Daerah yaitu :

di jalan Nasional;

di jalan Propinsi;

di jalan Kabupaten;

di jalan Desa;

di jalan Tol,

di jalan Khusus.

~pooow

(2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) addéahyjang didalam :
a. Kawasan Pelabuhan;
b. Kawasan Industri;
c. Kawasan Pariwisata,
d. Kawasan Pemukiman;
e. Kawasan Perdagangan dan Jasa.

Pasal 5

(1) Pemasangan/peletakan rambu, marka dan alat pemsiarat lalu lintas
(apil) :
a. dijalan Nasional dikoordinasikan dengan Pemiani Pusat ;
b. dijalan Provinsi dikoordinasikan dengan Pentah Provinsi ;
c. dijalan Kabupaten dikoordinasikan dengan Pertadn Kabupaten ;
d. dijalan Desa dikoordinasikan dengan KepalaaDes

(2) Pemasangan/peletakan rambu, marka dan alabegpemsyarat lalu lintas
(apil) dijalan tol dan jalan khusus dilaksanakéhgpengelola jalan yang
bersangkutan.



Pasal 6

(1) Penunjuk titik lokasi pemasangan/peletakanbigmmarka dan alat pemberi
isyarat lalu lintas (apil) sebagaimana Pasal 3 €3)adan Pasal 4 ayat (1)
huruf a, b, ¢ dan d ditetapkan dengan Keputusamatdup

(2) Penunjuk titik lokasi sebagaimana ayat (1)dasarkan hasil survey tim
teknis Dinas Perhububgan, Komunikasi dan Infornaatikkomunikasi dan
Informatika.

Pasal 7

(1) Pemasangan/peletakan rambu, marka dan aplaudifol dan jalan khusus
yang terdapat di wilayah daerah ditetapkan olehggleta jalan yang
besangkutan dan berkonsultasi dengan PemerintaialDae

(2) Pada jalan khusus yang telah beralih fungsijadk jalan umum bukan jalan
tol, penunjukan titik lokasi pemasangan/peletakambu, marka dan alat
pemberi isyarat lalu lintas (apil) dilaksanakanusesketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Rambu, marka dan alat pemberi isyarat laldasin(apil) dipasang /
diletakan secara tetap.

(2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat shngarambu yang bersifat
sementara oleh petugas yang berwenang.

BAB IV
PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 9

(1) Rambu-rambu terdiri dari 4 (empat) Golongan :
a. Rambu Peringatan;
b. Rambu Larangan;
c. Rambu Perintah;

d. Rambu Petunjuk;

(2) Marka Jalan terdiri dari 5 (lima) Golongan :
a. Marka Membuijur;
b. Marka Melintang;
c. Marka Serong;
d. Marka Lambang;
e

. Marka Lainnya;

(3) Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas, terdiri dari &) Golongan :
a. Lampu Tiga Warna yaitu untuk mengatur Kendaraan
b. Lampu Dua warna yaitu untuk mengatur kendadaswatau Pejalan kaki
c. Lampu Satu warna yaitu untuk memberi Peringddahaya kepada
Pemakai Jalan.



(4) Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan itelair 2 (Dua)
Golongan :

a. Alat Pengendali Pemakai jalan Terdiri dari :
1) alat pembatas Kecepatan;
2) alat Pembatas tinggi dan lebar;

b. Alat Pengaman Pemakai jalan terdiri dari :
1) Pagar Pengaman;
2) Cermin tikungan;
3) Delinator;
4) Pulau-pulau Lalu Lintas;
5) Pita Penggaduh;

BAB V

FASILITAS PENDUKUNG
Pasal 10

(1) Fasilitas Pendukung meliputi Pejalan kaki, Parlidg Badan jalan, Halte,
Tempat Istirahat, dan penerangan jalan.

(2) Fasilitas Pejalan kaki sebagaimana dimaksud dajyatn(4) Terdiri dari :
a. Trotoar ;
b. Tempat Penyeberangan yang dinyatakan dengan Malda ¢lan/atau
Rambu- rambu ;
c. Jembatan Penyeberangan ;
d. Terowong Penyeberangan ;

BAB VI

KEKUATAN HUKUM
Pasal 11

(1) Pengaturan lalu lintas yang dinyatakan rantharka dan apil bersifat
perintah dan/atau larangan mempunyai kekuatan hudetelah 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal selesainya pemasangan.

(2) Tanggal penyelesaian pemasangan rambu, marka agd berfungsi
sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, di umaonikegpada pemakai
jalan oleh Dinas Perhububgan, Komunikasi dan In&ika, melalui media
masa.

BAB VII

PENYELENGARAAN
Pasal 12

Penyelengaraan yang meliputi perencanaan, pengaoaaasangan/peletakan,
pemeliharaan rambu, marka dan alat pemberi isyatat lintas (apil) di
jalankan di maksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasghti(&) dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kkatigalan khusus dan
jalan tol.



Pasal 13

Badan Hukum Indonesia serta Warga Negara Indonéspmt melakukan

pengadaan, pemasangan/ peletaka@meliharaan rambu, marka dan alat
pemberi isyarat lalu lintas (apil) sesuai dengaterk®an Peraturan yang
berlaku.

BAB VIIi
PEMELIHARAAN

Pasal 14

(1) Pemeliharaan rambu, marka dan alat pemberi isyatat lintas (apil)
meliputi penggantian yang hilang/rusak dan pengecat

(2) Pemeliharaan rambu, marka dan alat pembearasyalu lintas (apil) wajib
mencabut rambu atau menghapus marka yang tidakniggsif

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan perencanaan pengadaan, pemasangaakgrel@an pemeliharaan
rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintgslY yang dilakukan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diipélan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan daridganth Luar Pemerintah
Daerah yang tidak bertentangan dengan PeraturamdRarg-Undangan yang
berlaku.

BAB X
LARANGAN

Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang merusak, menghilangkan, ndmhkan dan
menambah atau mengurangi arti rambu, marka dampataberi isyarat lalu
lintas (apil) yang diselenggarakan oleh Dinas &suhgan, Komunikasi
dan Informatika dan pemasangan/peletakan dijalaagsemana dimaksud
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf g,dartd.

(2) Setiap orang dilarang melanggar Pasal 9 Ayat(2}),3) dan (4) Peraturan
Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barang siapa melanggar Pasal 16 Peraturan Daeirabiancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bularatizu denda setinggi-
tingginya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengtau tanpa merampas
barang tertentu untuk daerah,;



(2) Barang siapa melanggar Pasal 16 Ayat (2) PeratDesrah ini di ancam
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan alan denda
setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Ruipia

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) darP&8pl ini, adalah
pelanggaran.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkund2emerintah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukaryigi&an tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangniHi@cara Pidana
yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat €8l e, adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiereegan atau
laporan berkenaan dengan tindak Pidana agar kgtaraatau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangaengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yhlagukan
sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari oranigag@i atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa, buku-buku, catatan-catatan dan dekudokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balidnpembukuan,
pencatatan dokumen—dokumen lain, serta melakukayitpan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pels#an tugas
penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoramjnggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgndanrmemeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebaga dimaksud
pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tipdizka;,

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangandgn diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dddlabungannya dengan
pemeriksaan;

k. Menghentikan penyidikan setelah mendapat pekumjari Penyidik
Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau persstiarsebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melaluiyign Umum
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umersartgka atau
keluarganya;

I.  Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kekaram penyidikan tidak
pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat g¢mberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil pekgidikepada penuntut
umum melalui penyidik penjabat Polisi Negara Republdonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndakgiidiAcara Pidana
yang berlaku.



BAB XiIlI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peratubaerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih laigit Bupati.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggaddiangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ysetagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam LembararaD&abupaten Murung
Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd
YURIANSON DJATA
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENENPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI

A. PENJELASAN UMUM

ISYARAT LALU LINTAS

Bahwa dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daeealyjad memberikan
kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kejssdah agar leluasa mengatur dan
melaksanakan kewenangannya atau prakarsa serstiai si2ngan kepentingan masyarakat
dan potensi setiap daerah unutk penyelenggaraaahdae

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebagsjafalan Pancasila
Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Pemberi Isyiaafi Lintas tersebut tercermin pada
semakin meningkatnya kebutuhan akan pengguna jagkugan bagi mobilitas orang serta
barang dari/dan keseluruh pelosok daerah Kabupdteang Raya bahkan dari dan keluar
daerah Kabupaten Murung Raya.

Melihat dari kondisi geografis Kabupaten Murung ggng sangat rawan dengan
kecelakaan, maka perlu di tempatkan rambu lalwadintarka jalan dan alat pemberi
isyarat lalu lintas, untuk memberikan jaminan keaen dan keselamatan, kelestarian
lingkungan dan perlindungan bagi pemakai jalan pajalan kaki, maupun Pengguna jasa
angkutan jalan dengan menggunakan kendaraan bermsetta masyarakat Kabupaten

Murung Raya umumnya.

B . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Ayat (a), (b), (c), (d), (e), (§) Cukup Jelas.

Ayat (h)

Ayat (i)

Ayat (j)

Ayat (k)

Ayat (1)

Jalan Khusus adalah jalan yandpatigun oleh instansi
badan terkait,perorangan atau kelompok masarakak un
kepentingan sendiri.

Jalan Tol adalah jalan umum yang mekapabagian
sistem jaringan jalan dan sebagai jalan Nasioaagy
penggunaanya di wajibkan membayar tol.

Rambu adalah salah satu dari perlengkaplam berupa
lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan
diantaranya sebagai peringatan, larangan, pereuiizain
petunjuk bagi pemakai jalan.

Marka adalah suatu tanda yang atau dipgasukaan jalan
yang meliputi peralatan atau tanda yang berbengakis
membujur, garis melintang, garis serong serta lagba
lainya yang berfungsi untuk mengarahkan arusliatas
dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) aldh;
Perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat
lampu untuk mengatur lalu lintas orang atau arlenja
yang berupa :

a. Cahaya berwarna merah

b. Cahaya berwarna kuning

c. Cahaya berwarna hijau



Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11

Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Ayat (1) Pengaturan lalu lintas ydimyatakan rambu, marka dan
apil, bersifat perintah dan/atau larangan mempunyai
hukum setelah 30 ( Tiga Puluh ) hari sejak tangghdsai
pemasangan;

Ayat (2) Tanggal penyelesaian pemasangan ramiarka dan
berfungsinya apil diumumkan kepada pemakai jalah ol
Dinas Perhububgan, Komunikasi dan Informatika,
melalui media massa.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas



